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KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR .gz?ﬂ" TAHUN 2014
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWAS DIBIDANG

el.

PERTAMBANGAN MINERAL
WALIKOTA PADANG,

bahwa pengambilan dan pemanfaatan Sumber Daya Mineral
agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan
Pemerintah Daerah dan dalam pemanfaatannya tetap menjaga
kelestarian lingkungan perlu dilakukan pengawasan secara
efektif, efisien, berkelanjutan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, Walikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau
IUPK;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan
Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengawas dibidang
Pertambangan Mineral.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20];

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratutan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



10.

i 2

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batass Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Nomor 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan kegiatan useha pertambangan mineral dan
batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5142},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tehun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5172);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2013
Nomor 78);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14];
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15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

65).
MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pengawas dibidang Pertambangan Mineral
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Keputusan ini.

Pejabat Pengawas scbagaimana dimaksud pada diktum kesatu
mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap :

Pemasaran;

Keuangan;

pengolahan data mineral dan batuan;

pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan,;
pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;
kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan
yang menyangkut kepentingan umurm;

g. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR da IUPK; dan

h. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan

-0 R0 op

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum
kedua bertanggung jawab langsung kepada Kepala Inspecktur

Tambang.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Padang
pada tanggal, €. Asustvs 2014
WALIKOTA PADANG,

LDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan képada Yth :

N0 AW

Dircktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta,

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang;
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang;
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Padang;

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;

Yang bersangkutan;
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KEFALA BIDANG PERTAMBANGAN DAN
ENERGI DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA
PADANG

YOSERIZAL HAMID, SE

KEPALA SEKSI PERTAMBANGAN BIDANG
PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS
PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

HUSNI THAMRIN, SE

STAF BIDANG PERTAMBANGAN DAN
ENERGI DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA
PADANG

BERLIAN AYU CANDRA, S.HUT, M,SI | STAF BIDANG PERTAMBANGAN DAN

ENERGI DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA
PADANG

LENNY ABDULLAH, A,MD

STAF BIDANG PERTAMBANGAN DAN
ENERGI DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA
PADANG

VANNY ROZA YOLANDA, ST

STAF DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA
PADANG

WALIKOTA PADANG,
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